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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat : 1.

Menimbang

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 6 Pcraturan
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahur-r 2O2O
tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Br:lanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O, maka perlu menctapkan
Peraturan Bupati Situbondo tentang penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor \2 Tahun 1gS0 tcntang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatcn dalam
lingkungan Propinsi .Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun i950, Nomor lg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Inclonr:sia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana tclah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961i
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara I?cpublik
Indonesia Nomor 273O);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tcntang
Penyelenggaraan Ncgara yanfl Bcrsih dan Uebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (l.embaran Ncgara
Republik lndonesia Tahun 1gg9 Nomor ZS,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3l Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5409);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
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dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (l-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'1.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimdra telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor f 09 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49721 sebag imana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2012 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar
Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
beberapa kali, terahir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7|PMK.O7 /2O2O
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2Ol9 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
Situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2O03 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2

Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Penetapan Atas Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 20ll tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 4/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11

Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa (Lrmbaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2015 Nomor l0);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l0
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 3 Tahun 2019 (Lernbaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Fimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (kmbaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2O2O (l.,embaran Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2020 Nomor 2).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN    BUPATI  TENTANG    PEN」 ABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELAN」 A
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasa] I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 setelah perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan

a Semula
b. Berkurang

」unllah Pendapatan

setelah

Perubahan

1705259.912189,51

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah
Perubahan
Delisit
Perubahan

Setelah

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/

(berkurang)

Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan
neto
Sisa lrbih Pembiayaan
Anggaran setelah
Perubahan

1747.723.838.170,86

(42.463.925.981,35)

1.841.944419453,34

5198936778,73
1.847143356232,07

(141.883.444.042,56)

94.220.581282,48

47662862760.08
141.883.444.042,56

0,00

0,00

0,00

141883.444.042,56

0,00
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Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturart

Bupati ini.
Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcraturan

Bupati ini.
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan lebih lanjut dalanr

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kcrja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan pcrundang-

undangan.
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan

pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo
pada tangga1 2 3 0CT 2020

di Situbondol) iu ndangkan
pada tanggal 2 3 0CT 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO,

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

BERTTA DAERAH KABUPATEN sITUBoNDo rAHUN 2o2o NoMoR 93
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